BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR ©3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 09 TAHUN 2017 TENTANG
PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI PEMERINTAHAN DESA

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas

1.

pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
Pemerintah Kabupaten Karo telah menetapkan Peraturan
Bupati Nomor 09 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap
dan Tunjangan Bagi Pemerintahan Desa sebagai dasar
dalam pemberian penghasilan tetap bagi kepala desa,
seketaris desa, dan perangkat desa lainnya;

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, dan dalam upaya memberikan perhatian terhadap
kesejahteraan penyelenggara pemerintahan desa,
penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan
perangkat desa lainnya perlu disesuaikan,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 09
Tahun 2017 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan
bagi Pemerintahan Desa;

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

3.Undang-Undang...



3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438);

4, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 567 9);

7  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322},

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10.Peraturan Bupati Karo Nomor 09 Tahun 2017 tentang
Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Pemerintahan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 09);

11.Peraturan...



11.Peraturan Bupati Karo Nomor 14 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Karo Tahun 2019 Nomor 14},

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 09 TAHUN 2017 TENTANG
PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI
PEMERINTAHAN DESA.
Pasal |
Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Bupati Karo Nomor 09 Tahun 2017
tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Pemerintahan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 09) diubah sebagai berikut :

Pasal 3

Besaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Kepala Desa Rp. 2.450.000,-

b. Sekretaris DeSa = i Rp. 2.250.000,-

c. Kepala Urusan .o Rp. 2.050.000,-

d. Kepala Seksi Rp. 2.050.000,-

&, ST DEEE = ceeerarmecssesiieaciiaiiesissassisaaae Rp.  900.000,-

f. Kepala Pelaksana Kewilayahan/Kepala Dusun ....... Rp. 2.050.000,-
Pasal 1l

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 23 Jprvar; 2020

BUPATI KARO,
2 p\f\/;’\//"
TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kﬁabanﬁjahe
pada tanggal 79 Jpwvee 2020

SEKRETARIS D 'UPATE)N KARO,

KAMPERAS PERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2020 NOMOR 03



